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ANALISIS PENGARUH APBD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja 
Daerah, Intergovernmental Revenue, SILPA, PDRB Per Kapita, Kemiskinan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website 
www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data 
yang digunakan adalah selama tahun peiode 2014 sampai dengan 2016. Metode penetuan 
sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dengan fasilitas program SPSS versi 21. Hasil Penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, 
dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk 
PDRB per kapita dan Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, SILPA, 
PDRB per kapita, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. 
ABSTRACT 
This study aims to determine the Local Revenue, Regional Expenditure, 
Intergovernmental Income, SILPA, Per Capita GDP, Poverty to Human Developments Index 
on  Regency / City in Province Central Java in  2014-2015. The used in this study is secondary 
data obtained through the website www.djpk.kemenkeu.go.id and www.bps, go.id for the 
Regency / City in Province Central Java. The used data is during the year 2014 to 2016 period. 
Sampling method that used in this research is purposive sampling. The used Analysis technique 
is multiple linear regression with SPSS version 21 program facilities. The results of this study 
indicate Local Revenue, Regional Expenditure, Intergovernmental Income, and SILPA have 
no effect on the Human Development Index. For per capita GDP and Poverty effect on Human 
Development Index. 
Keywords:   Local Revenue, Regional Expenditure, Intergovernmental Income, SILPA, GDP 
per capita, Poverty, and Human Development Index. 
 
1. PENDAHULUAN 
Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan 
pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 
pembangunan dari suatu negara. Menurut Sasana (2012) otonomi daerah merupakan 
pelimpahan wewenang dan juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
daerah. Pemerintah daerah mumpunyai wewenang yang besar untuk menggali pendapatan 
daerah dan melakukan peran secara alokasi secara mandiri dalam menetapakan prioritas 
pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pentingnya otonomi dan 
desentralisasi fiskal daerah untuk memeratakan pembangunan suatu daerah masing-masing 
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yang sesuai dengan aspirasi lokal dalam mengembangkan wilayah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang dapat diukur melalui indeks 
pembangunan manusia.  
Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat 
melalui adanya pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan 
manusia dalam penelitian ini adalah terdiri dari pendapatan asli daerah yang diperoleh 
pemerintah daerah, belanja daerah yang dialokasikan pemerintah daerah, intergovernmental 
revenue diperoleh oleh pemerintah daerah, SILPA yang diperoleh pemerintah daerah, PDRB 
per kapita dan kemiskinan pada daerah kabupaten/kota. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD setidaknya dapat digunakan pembangunan 
fasilitas kesehatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini dimensi umur panjang dan sehat dalam indeks 
pembangunan manusia dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. 
Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua 
kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan.  
Belanja daerah diperuntukan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat, yaitu 
pendidikan dan kesehatan. Dengan alokasi belanja langsung yang tepat maka pembenahan 
insfraktuktur serta fasilitas umum dapat meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia. 
UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan 
dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 
Khusus. Menurut Aziz (2016) Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari 
pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Transfer 
tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan. Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Timbulnya SILPA yang 
berasal atau terbentuk dari pelampauan target penerimaan daerah sangat diharapkan sebagai 
sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah. Dimana tujuan dari 
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pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik 
yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (Wahyu, 2015).  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada 
periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan dan PDRB per 
kapita adalah hasil pembagian produk domestik regional bruto dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun (Arwati, 2013). PDRB per kapita menjadikan perubahan pola konsumsi 
dalam pemenuhan kebutuhan, dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin 
tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 
karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut 
indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB perkapita maka akan 
meningkatkan indeks pembangunan manusia. Adelfina dan Jember (2016), kemiskinan 
biasanya dikenali dari ketidakmampuan sebuah rumah tangga atau seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. 
Kemiskinan dapat mengakibatkan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena 
masalah kemiskinan adalah sebuah masalah yang kompleks yang berawal dari kemampuan 
daya beli masyarakat yanag tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan 
lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa terabaikan. Sehingga semakin besar kemiskinan 
pada suatu daerah maka semakin besar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan baik 
kebutuhan pokok, pendidikan maupun kesehatan, sehingga semakin kecil indeks pembangunan 
manusia pada suatu daerah tersebut. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Analisis Pengaruh APBD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)” 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 
untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola 
hubungan antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps,go.id untuk 
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah selama tahun peiode 2014 
sampai dengan 2016. Data diperoleh dari website resmi pemerintah yang dipublikasi dimana 
data dicari berdasarkan variabel yang digunakan. 
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Populasi dan Sampel Penelitian : Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 kabupaten/kota. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel 
tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu agar sampel data yang 
dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Data yang diperlukan menurut kriteria yang dipakai 
sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Karakteristik-karakteristik yang digunakan 
sebagai berikut: Kabupaten/kota yang mempublikasikan datanya lewat website www.bps.go.id 
dan www.dpjk.kemenkeu.go.id, kabupaten/kota yang  mempublikasikan secara lengkap data 
yang diperlukan dalam penelitian yaitu meliputi pendapatan asli daerah, belanja daerah, 
intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per kapita, kemiskinan, dan indeks pembangunan 
manusia, dan data yang digunakan berurutan selama 3 tahun (2014-2016). 
Data dan Sumber Data : Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang bersumber pada laporan keuangan di DPJK Kemenkeu RI dan laporan Badan 
Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah khususnya data tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan periode 3 tahun.  
Model dari regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 
IPM = α + β1LnPAD + β3LnBLJ + β2LnIGR + β4LnSILPA + β5LnPDRBK - β6KMS + e 
Keterangan: 
α : Konstanta 
β : Slope atau koefisien regresi 
IPM : Indeks Pembangunan Manusia 
PAD : Pendapatan Asli Daerah 
BLNJ : Belanja daerah 
IGR : Intergovernmental Revenue 
SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
PDRBK : PDRB Per Kapita 
KMS : Kemiskinan  
E : Error 
Variabel Penelitian dan Pengukuran 
Variabel Dependen 
Indeks Pembangunan Manusia 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk 
mengukur pencapaian rata -rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, 
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yaitu : (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks 
Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk 
usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per 
kapita. Dalam penelitian ini menggunakan prosentase indeks pembangunan manusia yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Variabel Independen 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah 
menjelaskan bahwa yang dimaksud PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Data variabel PAD diperoleh dari data di DPJK Kemenkeu 
RI. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rupiah. Rumus yang digunakan adalah: 
Total PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan + Lainlain PAD yang sah 
PAD = Ln Total Pendapatan Asli Daerah 
Belanja Daerah : Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah, belanja daerah 
dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Satuan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Rupiah. Rumus yang digunakan adalah: 
Total Belanja Daerah = Belanja langsung + Belanja Tidak langsung 
BLNJ = Ln Total Belanja Daerah 
Intergovernmental Revenue : Intergovernmental revenue (IGR) adalah pendapatan yang 
diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya 
pembayaran kembali. Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan. 
Proksi dari intergovernmental revenue dalam penelitian ini menggunakan dana perimbangan. 
Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rupiah. Rumus yang digunakan adalah: 
Total Intergovernmental Revenue = DAU + DAK +DBH 
IGR = Ln Total 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
6 
 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya 
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, 
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Satuan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Rupiah. Rumus yang digunakan adalah: 
Total SILPA = surplus/defisit − 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 
SILPA = Ln Total SILPA 
PDRB Per Kapita : PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk di setiap wilayah Kabupaten/Kota 
Jawa Tengah (BPS). Data PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita atas harga 
konstan tahun 2010. Variabel ini memiliki satuan rupiah. Rumus yang digunakan adalah: 
Total PDRB Per Kapita =
PDRB atas dasar harga konstant
Jumlah penduduk
 
PDRB Per Kapita = Ln Total PDRB Per Kapita 
Kemiskinan : Kemiskinan dapat dilihat melalui penduduk yang secara ekonomi tidak 
mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang 
mendasar. Dalam penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin yang berada di 
bawah garis kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Mirza, 2011). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Hasil statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah responden (N) adalah 93. Hasil analisis 
dari statistik deskriptif terhadap variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai terendah 
62,35 dan nilai tertingginya 81,19, nilai rata-rata (mean) adalah 69,9400 dan standar deviasi 
4,62190. Pendapatan asli daerah memiliki nilai terendah 25,69 dan nilai tertingginya 28,03. 
Nilai rata-rata (mean) adalah 26,2910 dan standar deviasainya 0,40010. Belanja daerah 
memiliki nilai terendah 27,19 dan nilai tertingginya 29,00. Nilai rata-rata (mean) adalah 
28,1612 dan standar deviasinya 0,33260. Intergovernmental revenue memiliki nilai terendah 
26,80 dan nilai tertingginya 30,11. Nilai rata-rata (mean) adalah 27,7043 dan standar 
deviasinya 0,40040. SILPA memiliki nilai terendah 24,54 dan nilai tertinggi 29,99. Niai rata-
rata (mean) adalah 26,2957 dan standar deviasinya 0,65074. PDRB per kapita memiliki nilai 
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terendah 16,20 dan nilai tertinggi 18,19. Niai rata-rata (mean) adalah 16,8811 dan standar 
deviasinya 0,51247. Kemiskinan memiliki nilai terendah 4,85 dan nilai tertinggi 21,45. Niai 
rata-rata (mean) adalah 12,8861 dan standar deviasinya 4,21390. 
3.2 Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas : Hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov 
terhadap Undstadardized residual adalah 0,926, dapat diketahui bahwa p-value untuk data 
ternyata lebih besar dari α = 5% (p>0,05), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data 
yang diperoleh memiliki sebaran yang normal. 
Uji Multikolinieritas : Hasil uji multikolineritas yaitu seluruh variabel independen 
(pendapatan asli daerah, belanja derah, intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per kapita 
dan kemiskinan) memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1, sehingga dapat disimpulkan 
bawah tidak terjadi Multikolinieritas. 
Uji Heteroskedastisitas : Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedisitas digunakan uji 
rank spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak 
residualnya menggunakan korelasi rank spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang 
signifikan positif dengan nilai mutlak residualnya, maka dalam model regresi yang di bentuk 
terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari nilai α = 0,05. Maka 
dapat dipastikan model tidak terjadi gejala heteroskedastitas. Dari hasil pengujian dapat 
diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah, 
intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per kapita dan kemiskinan secara berurutan adalah 
0,912, 0,587, 0,954, 0,925, 0,274 dan 0,628 menunjukkan tidak ada gangguan 
heteroskedastisitas, karena nilai p>0,05 atau tidak signifikan pada α=5%. Dengan demikian 
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masah heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini. 
Uji Autokorelasi : Hasil nilai runs test sebesar 0,11629 dengan probabilitas 0,247 
menunjukkan bahwa Ho diterima karena tidak signifikansi pada 5% ( lebih besar dari 0,05), 
sehingga dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual dengan kata 
lain residual adalah acak atau random. 
Uji F : Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel digunakan dalam model 
regresi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh sebagai berikut, untuk variabel indeks 
pembangunan manusia didapatkan bahwa nilai F hitung 29,382 dengan p-value = 0,000, 
sedangkan  F tabel 2,21 dengan ketentuan α = 5%, df = k-1 atau 7 -1 = 6, dan df2 = n-k atau 
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93-7 = 86, hasil uji dari distribusi F hitung 29,382 lebih besar dari F tabel 2,21 dengan p-value 
0,000 < 0,05. Jika dapat disimpulkan bahwa variabel  pendapatan asli daerah, belanja daerah, 
intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per kapita, dan kemiskinan secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia atau model sudah fit of goodness. 
Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel B t Sig Keterangan 
(Constant) 34,628 1,328 0,188  
Pendapatan Asli 
Daerah 
2,637 1,822 0,072 H1 ditolak 
Belanja Daerah -1,326 -0,587 0,559 H2 ditolak 
Intergovernmental 
Revenue 
-2,730 -1,715 0,090 H3 ditolak 
SILPA 0,652 1,017 0,312 H4 ditolak 
PDRB Per Kapita 3,898 4,899 0,000 H5 diterima 
Kemiskinan -0,313 -3,392 0,001 H6 diterima 
Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2018 
Hasil analisis regresi linier berganda pada table IV.7 secara sistematis persamaannya 
adalah sebagai berikut: 
IPM = 34,628 + 2,637LnPAD - 1,326LnBLJ - 2,730LnIGR + 0,652LnSILPA + 
3,898LnPDRBK - 0,313KMS + e 
Dari hasil persamaan diatas maka interprestasi dari masing-masing koefisien variabel 
adalah sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 34,628 menunjukkan bahwa jika variabel 
independen yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, SILPA, 
PDRB per kapita, dan kemiskinan, diasumsikan konstan maka indeks pembangunan manusia 
sebesar 34,628. Koefisien regresi pada variabel pendapatan asli daerah sebesar 2,637 
menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah itu semakin meningkat Rp 1,00 maka indeks 
pembangunan manusia akan meningkat sebesar 2,637%, dan sebaliknya jika pendapatan asli 
daerah menurun  Rp 1,00 maka indeks pembangunan manusia menurun sebesar 2,637%. 
Koefisien regresi pada variabel belanja daerah sebesar -1,326 menunjukkan bahwa jika belanja 
daerah itu semakin meningkat Rp 1,00 maka indeks pembangunan manusia akan menurun 
sebesar 1,326%, dan sebaliknya jika belanja daerah menurun Rp 1,00 maka indeks 
pembangunan manusia meningkat sebesar 1,326%. Koefisien regresi pada variabel 
intergovernmental revenue sebesar -2,730 menunjukkan bahwa jika intergovernmental 
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revenue  itu semakin meningkat Rp 1,00 maka indeks pembangunan manusia akan menurun 
sebesar 2,730%, dan sebaliknya jika intergovernmental revenue menurun Rp 1,00 maka indeks 
pembangunan manusia akan meningkat sebesar 2,730%. Koefisien regresi pada variabel 
SILPA sebesar 0,652 menunjukkan bahwa jika SILPA itu semakin meningkat Rp 1,00 maka 
indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,652%, dan sebaliknya jika SILPA 
menurun Rp 1,00 maka indeks pembangunan manusia semakin menurun sebesar 0,652%. 
Koefisien regresi pada variabel PDRB per kapita sebesar 3,898 menunjukkan bahwa jika 
PDRB per kapita  itu semakin meningkat Rp 1,00 maka indeks pembangunan manusia akan 
meningkat sebesar 3,898%, dan sebaliknya jika PDRB per kapita turun Rp 1,00 maka indeks 
pembangunan manusia juga akan menurun sebesar 3,898%. Koefisien regresi pada variabel 
kemiskinan sebesar -0,313 menunjukkan bahwa jika kemiskinan  itu semakin meningkat 1,00% 
maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0,313%, dan sebaliknya juka 
kemiskinan menurun 1,00% maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 
0,313%. 
Uji t : Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: Dari 
perhitungan t hitung dari variabel pendapatan asli daerah sebesar -1,822 lebih kecil dari t tabel 
sebesar 1,98793 dan nilai sig sebesar 0,072 lebih besar dari 5%, sehingga H1 ditolak, artinya 
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dari 
perhitungan t hitung dari variabel belanja daerah  sebesar -0,587 lebih kecil dari t tabel sebesar 
1,98793 dan nilai sig sebesar 0,559  lebih besar dari 5%, sehingga H2 ditolak, artinya belanja 
daerah tidak berpengaruh terhadap  indeks pembangunan manusia. Dari perhitungan t hitung 
dari variabel intergovernmental revenue sebesar -1,715 lebih kecil dari t tabel 1,98793 dan nilai 
sig sebesar 0,090 lebih besar dari 5%, sehingga H3 ditolak, artinya Intergovernmental Revenue 
tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dari perhitungan t hitung dari 
variabel SILPA sebesar 1,017  lebih kecil dari t tabel 1,98793 dan nilai sig 0,312 lebih besar 
dari 5%, sehingga H4 ditolak, artinya SILPA tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia. Dari perhitungan t hitung dari variabel PDRB per kapita sebesar 4,899 lebih besar 
dari t tabel 1,98793 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H5 diterima, artinya PDRB 
per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dari perhitungan t hitung dari 
variabel kemiskinan sebesar -3,392 lebih kecil dari t tabel 1,98793 dan nilai sig 0,001 lebih 
kecil dari 5%, sehingga H6 diterima, artinya kemiskinan berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. 
Uji R2 (Koefisien Determinasi) : Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 
determinasi (adjusted R2) sebesar 0,654, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam 
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model (pendapatan asli daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per 
kapita, dan kemiskinan) menjelaskan variasi indeks pembangunan manusia sebesar 65,4%  dan 
sisanya 34,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil analsis data dalam penelitian, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1) H1 ditolak, ini berarti variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016.  
2) H2 ditolak, ini berarti variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016.  
3) H3 ditolak, ini berarti variabel intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap 
indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-
2016.  
4) H4 ditolak, ini berarti variabel SILPA tidak berpengaruh terhadap Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah indeks pembangunan manusia periode 2014-2016 
5) H5 diterima, ini berarti variabel PDRB per kapita berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016.  
6) H6 diterima, ini berarti variabel kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016.  
4.2 Keterbatasan 
Penulis menyadari penelitian yang dilaksanakan ini memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang maupun pembaca. 
Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
Tahun pengamatan dalam penelitian ini hanya dari tahun 2014 sampai 2016 saja, 
sehingga belum dapat memberikan gambaran hasil uji yang maksimal. 
 Obyek dalam penelitian ini terbatas hanya pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah saja 
sehingga hasil akhir tidak dapat digeneralisir. 
 Faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia hanya terbatas pada 
pendapatan asli daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, SILPA, PDRB per kapita, 
dan kemiskinan, sehingga cakupannya kurang luas untuk dijadikan pertimbangan dalam 





Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberika saran yang bermanfaat sebagai 
berikut: 
Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan tidak hanya tiga tahun, 
sehingga dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang maksimal. 
Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah obyek penelitian lain yang lebih luas 
untuk memperkuat hasil penelitian. 
Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah 
sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Adelfina dan I Made Jember. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja 
Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 
Universitas Udayana Volume 5 Nomor 10, Oktober 2016 
Armaja, dkk. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah 
Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Perspektif 
Ekonomi Darussalam. Volume 3 Nomor 2, September 2015. 
Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana Lokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional 
Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). ISBN: 979-26-
0266-6 
Aziz, Asmaul. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. Jurnal EKSIS. Vol XI No 1. 
Badan Pusat Statistik yang diakses melalui www.bps.go.id  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) diakses melalui 
www.dpjk.kemenkue.go.id 
Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Penerbit: 
Universitas Dipenogoro Semarang 
Manik, Tumpal. 2013. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, 
Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan 
Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 2, 
September 2013,107-124. 
Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah 
Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK 
Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14. 2 Februari 
(2016). 1150-1182.  
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Andi. Yogyakarta 
12 
 
Mirza, Denni Sulistio. 2011. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonnomi  Dan Belanja 
Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. JEJAK, Volume 4, Nomor 2, September 2011. 
Narindra, A A Ngr Mayun dan I Ketut Jati. 2016. Indeks Pembangunan Manusia Memoderasi 
Pengaruh Kinerja Kapasitas Fiskal Daerah dan SiLPA pada Daya Saing Daerah. E-
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14.2 Februari (2016) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 13 tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 32 tahun 2008. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 16 tahun 2006. Tentang Prosedur Penyusunan Produk 
Hukum Daerah. 
Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 
Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, 
Universitas Brawijaya Malang. 
Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-
877. 
Sarkoro dan Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 2016. 
Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia. Media Ekonomi Dan Manajemen. Vol 25, No 1, Januari 
2012. 
Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, 
DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran 
Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Prestasi Vol.9 No.1 1-Juni 2012 
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit: Alfabeta. 
Bandung. 
Sukatendel, Ferdinan. 2007. Analisis Keterkaitan Alokasi Anggaran Dan Sektor Unggulan 
Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor.  Tesis. 
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 
Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita 
dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Daerah 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah 
13 
 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Wahyu dan Dwirandra. 2015. Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, 
dan SILPA pada IPM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.3. (2015): 546-565 
Widodo, dkk. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan 
Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan 
Manusia di Provinsi Jawa Tengah.  Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 
2011, Volume 1, Nomor 1. 
Wiliantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks 
Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16.3. 
September 2016: 2044-2070. 
 
